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Topik penelitian “tanggung jawab penanggung pajak yang dinyatakan pailit 
terhadap upaya paksa penagihan pajak berdasarkan undang-undang kepailitan 
tahun 2004 dan undang-undang ketentuan umum perpajakan 2008”, terkait 
dengan hak kantor pajak terhadap debitur pailit, dengan membahas permasalahan 
apakah kantor pajak mempunyai kedudukan yang diistimewakan terkait 
pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit dan apakah 
upaya hukum yang dilakukan oleh kantor pajak jika tidak mendapatkan haknya 
atas pembayaran pajak. Skripsi dengan pendekatan undang-undang dan konsep, 
diperoleh suatu kesimpulan bahwa kedudukan istimewa kantor pajak terkait 
pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit bahwa 
tagihan pajak pada debitur yang oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit tidak 
termasuk kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Keberadaan 
kantor pajak diatur secara tersendiri dari peraturan perundang-undangan 
perpajakan dengan hak istimewanya yakni hak untuk didahulukan di antara 
kreditur lainnya dalam hal debitur dalam keadaan pailit. Namun di dalam UU 
Kepailitan secara khusus tidak mengatur mengenai kedudukan istimewa kantor 
pajak.Upaya hukum yang dilakukan oleh kantor pajak jika tidak mendapatkan 
haknya atas pembayaran pajak dengan mengirimkan surat paksa untuk melakukan 
eksekusi dan atau paksa badan kepada penanggung pajak yakni melakukan 
penyanderaan. Namun hal ini nampaknya tidak untuk penanggung pajak yang 
pailit karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pembagian boedel pailit 
didasarkan atas keseimbangan atau proporsional dengan kreditur lainnya dan 
adanya suatu batasan verifikasi kantor pajak dalam melakukan penagihan pajak 
pada debitur pailit yakni adanya suatu batasan 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak putusan pengadilan niaga atas debitur yang dinyatakan pailit. 
 
Kata Kunci: tanggung jawab penanggung pajak, debitur pailit, upaya paksa. 
ABSTRACT 
 
Research topic "Responsibility of taxpayers declared bankrupt for forced tax 
collection efforts based on the 2004 bankruptcy law and the 2008 general tax 
provisions law", related to the tax office's right to bankrupt debtors, by 
discussing the issue of whether the tax office has an equal position privileges 
related to tax payments when the debtor as a taxpayer is declared bankrupt and 
whether legal remedies are carried out by the tax office if they are not entitled to 
tax payments. Thesis with the approach to the law and concept, a conclusion is 
obtained that the tax office's special position related to tax payments when the 
debtor as a taxpayer is declared bankrupt that the tax bill on the debtor by the 
commercial court declared bankrupt does not include separatist creditors, 
preferred creditors, and concurrent creditors. The existence of the tax office is 
regulated separately from the taxation legislation with its special rights, namely 
the right to take precedence among other creditors in the event that the debtor is 
bankrupt. But in the Bankruptcy Act specifically does not regulate the special 
position of the tax office. Legal remedies carried out by the tax office if they do 
not get the right to pay taxes by sending a forced letter to execute and or force 
the body to the tax guarantor that is holding hostage. However, this does not 
appear to be a bankrupt tax guarantor because in the Supreme Court 
jurisprudence the distribution of bankruptcy is based on balance or proportional 
with other creditors and there is a limitation of tax office verification in 
collecting tax on bankrupt debtors, namely the existence of a limit of 14 (fourteen) 
days as of the commercial court's decision on the debtor declared bankrupt. 
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4.1.1. Kedudukan istimewa kantor pajak terkait pembayaran pajak ketika 
debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit bahwa tagihan pajak 
pada debitur yang oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit tidak 
termasuk kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. 
Keberadaan kantor pajak diatur secara tersendiri dari peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan hak istimewanya yakni hak 
untuk didahulukan di antara kreditur lainnya dalam hal debitur dalam 
keadaan pailit. Namun di dalam Undang-Undang Kepailitan secara 
khusus tidak mengatur mengenai kedudukan istimewa kantor pajak. 
4.1.2. Upaya hukum yang dilakukan oleh kantor pajak jika tidak 
mendapatkan haknya atas pembayaran pajak dengan mengirimkan 
surat paksa untuk melakukan eksekusi dan atau paksa badan kepada 
penanggung pajak yakni melakukan penyanderaan. Namun hal ini 
nampaknya tidak untuk penanggung pajak yang pailit karena dalam 
yurisprudensi Mahkamah Agung pembagian boedel pailit didasarkan 
atas keseimbangan atau proporsional dengan kreditur lainnya dan 
adanya suatu batasan verifikasi kantor pajak dalam melakukan 
penagihan pajak pada debitur pailit yakni adanya suatu batasan 14 
(empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga atas 
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